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BUPATI KLATEN

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR    TAHUN 2007
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
 NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PENCALONAN  

PENGANGKATAN PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN KLATEN NOMOR 1 TAHUN  2007 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS  PERATURAN DAERAH  KABUPATEN KLATEN 

 NOMOR 9 TAHUN  2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN 
PENCALONAN  PENGANGKATAN PELANTIKAN 
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
BUPATI KLATEN,
Menimbang 
:

 a. 
bahwa dengan telah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemilihan Pencalonan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 9 Tahun 2006 tentang Pemilihan Pencalonan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa maka untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaannya perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemilihan Pencalonan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemilihan Pencalonan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan Pencalonan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan Pencalonan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;  
Mengingat
:
1. 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan Pencalonan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan Pencalonan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 9 TAHUN  2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PENCALONAN PENGANGKATAN PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 9 TAHUN  2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PENCALONAN PENGANGKATAN PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Klaten.

3. Bupati adalah Bupati Klaten.

4. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kabupaten Klaten.

5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Klaten.

6. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Klaten.

7. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah BPD di wilayah Kabupaten Klaten.

10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Klaten.

11. Penjabat Kepala Desa adalah adalah Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang diangkat untuk melaksanakan tugas Kepala Desa karena Kepala Desa diberhentikan atau diberhentikan sementara.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah proses pengisian jabatan Kepala Desa yang kosong melalui pemilihan langsung oleh penduduk Desa yang memenuhi syarat mulai dari tahap pencalonan sampai dengan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagai Kepala Desa.

13. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD yang bertugas melaksanakan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

14. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

15. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga Desa setempat yang telah mendaftarkan diri dalam pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan pada tahap penjaringan.

16. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang berdasarkan seleksi dan verifikasi persyaratan administratif telah dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan jumlah suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.

18. Pemilih adalah warga Desa setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.

19. Hak memilih adalah hak pemilih untuk menentukan pilihan dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Daftar Pemilih Sementara atau DPS adalah daftar yang memuat  data pemilih yang bersifat sementara dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

21. Daftar Pemilih Tambahan atau DPT adalah daftar yang memuat data pemilih tambahan karena adanya penambahan jumlah calon pemilih yang belum tercantum dalam DPS.

22. Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa melalui pengumuman kekosongan jabatan Kepala Desa dan penelitian persyaratan administrative bakal calon Kepala Desa.

23. Penyaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan melalui seleksi dan verifikasi persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa sebagai dasar penetapan Calon Kepala Desa.

24. Lembaga Kemayarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 2

(1) BPD membentuk Panitia Pemilihan.
(2) Pengisian jabatan Kepala Desa dilaksanakan melalui pemilihan langsung dari dan oleh penduduk Desa yang memenuhi persyaratan.
(3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di wilayah Desa yang bersangkutan.
BAB II

PERSIAPAN PEMILIHAN 

Pasal 3

(1). Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat.

(2).
Selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban  akhir masa jabatannya kepada Bupati melalui Camat.

(3) Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD memproses pemilihan Kepala Desa.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN

Pasal 4

Pelaksanaan Tugas 

(1). 
Sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan.

(2)
Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan seperti RT, RW, Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan Tokoh masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, Pemuka Agama dan pemuka-pemuka masyarakat/ tokoh masyarakat lainnya      yang tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan :

a. Ketua

b. Sekretaris

c. Bendahara

d. Seksi-seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 5

(1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas  :

a. merencanakan dan mengajukan usulan biaya pemilihan;

b. menyusun tata tertib pemilihan;

c. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat;

d. menetapkan jadwal proses pemilihan Kepala Desa;

e. mengumumkan kekosongan jabatan Kepala Desa;

f. menerima dan melaksanakan pendaftaran pemilih;

g. mengesahkan daftar pemilih;

h. menerima pendaftaran Bakal Calon;

i. melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan;

j. menyiapkan kartu suara atau yang sejenis sesuai dengan daftar pemilih yang telah disahkan;
k. menyerahkan hasil pemeriksaan identitas Bakal Calon kepada BPD;

l. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka nama-nama Calon dan daftar pemilih yang sudah disahkan;

m. mengadakan persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur;

n. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;

o. membuat Berita Acara jalannya Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara untuk lampiran pengajuan pengangkatan kepada Bupati;

p. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
(2) Panitia Pemilihan harus bertindak netral, jujur dan adil.

(3) Untuk kelancaran dan ketertiban pemilihan, Panitia Pemilihan melaksanakan koordinasi dengan aparat keamanan setempat.

BAB IV

DAFTAR PEMILIH

Pasal 6
(1) Panitia Pemilihan melakukan pendataan dan pendaftaran pemilih sementara dengan menggunakan formulir Daftar Pemilih Sementara yang disusun berdasarkan wilayah Dusun yang memuat kolom :

a. Nomor urut;

b. Nama Lengkap;

c. Tempat dan tanggal lahir/ umur;

d. Jenis kelamin

e. Status perkawinan;

f. Alamat;

g. Keterangan;
(2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan  sebelum pemilihan dilakukan, Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan diumumkan dengan cara menempelkan DPS di papan pengumuman di Balai Desa dan di tempat-tempat lain yang strategis dan mudah dibaca di masing-masing RW dan RT.

(3) Kepada penduduk calon pemilih atau Penduduk Desa dapat memberikan tanggapan , koreksi, usul dan saran perbaikan DPS dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak Daftar Pemilih Sementara diumumkan.
(4) Semua tanggapan, koreksi, usul dan saran perbaikan sebagai bahan penyempurnaan Daftar Pemilih Sementara yang kemudian dituangkan dalam Daftar Pemilih tetap.

(5) Daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Kepala Desa.

(6) Tanggapan, usul dan saran yang disampaikan setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diterima dan tidak akan mempengaruhi sahnya pemilihan.

BAB V
HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 7
Yang dapat didaftar sebagai pemilih adalah penduduk Desa ,Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

a. Terdaftar secara sah sebagai penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/ atau Kartu Keluarga (KK).
b. Pada saat pemilihan telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun dan/ atau pernah kawin

c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pasal 8
(1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bakal Calon;

b. setia kepada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bakal Calon;

c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/ atau sederajat dibuktikan dengan fotocopi ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;

d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mulai dibukanya pendaftaran dibuktikan dengan fotocopi akta kelahiran atau surat kelahiran yang telah dilegalisir;
e. sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ ingatannya dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;

f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri;

h. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bakal Calon;

i. terdaftar sebagai penduduk Desa setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dan/ atau kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada saat pendaftaran bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan paling sedikit 6 (enam) bulan berturut-turut dan tidak terputus dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua RT dan diketahui Ketua RW setempat;

j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri;
k. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa di wilayah Kabupaten Klaten dua kali masa jabatan dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bakal Calon  yang bersangkutan.
(2) Bagi Pegawai Negeri dan TNI/ Polri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat izin tertulis dari pimpinan atau instansi yang berwenang.
(3) Bagi Calon Kepala Desa terpilih terhitung mulai tanggal pelantikannya sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

BAB VI

PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 9
Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis dengan tulisan tangan diatas kertas bermeterai cukup oleh Bakal Calon kepada Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan dibuat rangkap 2 (dua).
BAB VII

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Pasal 10
(1) Pencalonan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap penjaringan dan penyaringan Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan.
(2) Penjaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumuman kekosongan jabatan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

(3) Penjaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyebarluasan pengumuman kekosongan Jabatan Kepala Desa secara lisan dan/ atau tertulis melalui forum-forum warga masyarakat dan/ atau pengumuman tertulis yang ditempelkan di Balai Desa dan tempat-tempat lain yang strategis.

Pasal 11
(1) Penyaringan Bakal Calon dilakukan melalui seleksi administratif atas kelengkapan dan kebenaran data atas semua berkas lamaran dan persyaratan yang disampaikan oleh Bakal Calon.

(2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan.
(3) Seleksi administratif dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
a. Panitia Pemilihan mengadakan penelitian terhadap semua berkas lamaran/ persyaratan Bakal Calon yang diterima;

b. Apabila setelah diadakan penelitian ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang persyaratan yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak dikembalikannya berkas/ persyaratan kepada bakal calon yang bersangkutan;

c. Pengembalian berkas lamaran/ persyaratan yang belum lengkap/ diragukan disertai dengan catatan-catatan tentang berkas lamaran/ persyaratan yang belum lengkap/ diragukan;apabila dalam jangka waktu 7(tujuh) hari yang bersangkutan tidak melengkapi/ membetulkan dan mengembalikan kepada Panitia Pemilihan dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon.
BAB VIII

PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 12
(1) 
Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih.

(2)
Panitia Pemilihan mengumumkan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadapan Bakal Calon dan warga Desa di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 (satu) hari (1 X 24 jam) sebelum dilaksanakannya pemungutan suara.
(3)
Daftar Calon yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat dengan cara menempelkan foto, nomor undian dan tanda gambar di Balai Desa dan tempat-tempat yang strategis lainnya di wilayah Desa.
(4)
Bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali menjadi Kepala Desa harus mengajukan cuti kepada Camat selama 3 hari (H-1, Hari pemungutan suara (H) dan H+1).
Pasal 13
Setelah pengumuman Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) selesai, Panitia Pemilihan segera melaksanakan undian tanda gambar bagi masing-masing Calon.
BAB IX

KAMPANYE

Pasal 14
(1)
Kepada Calon diberikan kesempatan untuk melakukan kampanye sejak pengumuman Calon oleh Panitia Pemilihan sampai dengan saat mulai berlakunya jam malam.
(2) Tatatertib kampanye dan penetapan jam malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

(3) 
Dalam pelaksanaan kampanye, Calon dilarang mempermasalahkan Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, serta menjelek-jelekkan Calon yang lain.

(4)
Kampanye tidak dibenarkan dalam bentuk arak-arakan/ pawai dan bentuk lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 15
(1)
Dalam melaksanakan kampanye, Calon memaparkan kepada masyarakat tentang visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun apabila yang bersangkutan terpilih sebagai Kepala Desa.

(2)
Pemaparan program sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TPS setelah undian tanda gambar selesai dilakukan.

(3)
Calon menyerahkan naskah tertulis visi, misi dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan.

(4)
Calon dilarang memberikan dan / atau menjanjikan akan memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan Kepala Desa, kecuali hidangan makanan dan minuman yang disajikan di tempat tinggal calon sebagai jamuan bagi tamu yang datang.
(5) 
Calon yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dinyatakan gugur sebagai Calon oleh Panitia Pemilihan setelah mendapat pertimbangan Camat dan tidak berhak mengikuti pemilihan  
BAB X

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 16
(1)
Panitia Pemilihan memberitahukan kepada calon pemilih yang telah terdaftar dengan surat pemberitahuan yang mencantumkan nama pemilih sesuai DPT dan tempat pemilihan atau pemungutan suara diselenggarakan.

(2)
Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku sebagai undangan dan disampaikan kepada pemilih dengan tanda terima oleh yang bersangkutan atau keluarganya.

(3)
Bagi penduduk Desa yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum mendapat surat pemberitahuan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

Pasal 17
(1) 
Panitia Pemilihan melakukan persiapan pelaksanaan pemilihan ,baik mengenai tempat pemilihan, TPS, kartu suara ataupun persiapan lainnya guna menjamin kelancaran, ketertiban, keamanan dan kesuksesan pelaksanaan pemilihan.

(2)
Pemilihan dilaksanakan dengan mempertimbangkan terjaminnya kebebasan, kerahasiaan pemberian suara, ketertiban, keamanan dan dapat diselesaikan dalam 1 (satu) hari.

Pasal 18
(1) 
Rapat pemilihan dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan dimulai pukul 08.00 WIB dan diakhiri pukul 14.00 WIB
(2)
Ketua Panitia Pemilihan menjelaskan tentang :

a. 
Nama-nama Calon yang berhak dipilih dengan penegasan yang bersangkutan telah memenuhi syarat;
b.
Nomor dan tanda gambar untuk masing-masing Calon;
c.
Hak-hak Kepala Desa;
d.
Tugas dan kewajiban Kepala Desa;
e.
Sah dan tidaknya kartu suara;
f.
Waktu pencoblosan kartu suara

g.
Tatacara dan sahnya pemilihan.

(3)
Apabila sampai dengan pukul 14.00 WIB pemungutan suara belum selesai karena masih ada pemilih di TPS yang belum menggunakan hak pilihnya, maka pemilih yang telah hadir dan dicatat oleh petugas pendaftar pemungutan suara tetap diberikan kesempatan untuk memberikan suaranya.
BAB XI

PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 19
(1) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara semua Calon harus hadir di TPS pada waktu yang ditentukan dan duduk di tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan dengan didampingi oleh suami/ istri, atau salah seorang keluarganya bagi yang tidak /belum mempunyai suami/ istri.

(2) Calon yang tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada Panitia Pemilihan dengan menyampaikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Calon yang tidak hadir di TPS tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dinyatakan gugur sebagai Calon oleh Panitia Pemilihan dengan tidak berhak mengikuti pemilihan.
Pasal 20
(1)
Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, adil dan demokratis.

(2)
Setiap pemilih hanya mempunyai hak 1 (satu) suara dan tidak dapat diwakilkan.
(3)
Bagi pemilih yang karena kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk memberikan suara secara langsung, tatacara pelaksanaan pemberian suaranya diserahkan kepada Panitia Pemilihan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4)
Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah Desa yang bersangkutan, pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
(6)
Setelah pemungutan suara berakhir, pada saat itu juga Ketua Panitia Pemilihan bersama-sama dengan para saksi dan masing-masing Calon Kepala Desa menandatangani Berita Acara pemungutan Suara masing-masing rangkap 3 (tiga) untuk Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

(7) Berita Acara hasil pemungutan suara yang tidak ditandatangani oleh saksi dan/atau Calon tetap dinyatakan sah.

Pasal 21
(1)
Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos salah satu tanda gambar Calon dalam kartu suara yang dilakukan di dalam bilik suara dan memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara yang telah disediakan.

(2)
Kartu suara memuat tanda gambar para Calon, ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi cap Panitia Pemilihan

(3)
Dalam hal pemilihan hanya diikuti oleh Calon tunggal, dalam kartu suara hanya tercantum tanda gambar Calon Kepala Desa tunggal dan gambar kotak tanpa tanda gambar.

(4)
Tanda gambar yang digunakan dalam pemilihan kepala desa sebanyak 15 (lima belas) tanda gambar terdiri dari :

a. Nomor 1 Gambar Padi

b. Nomor 2 Gambar Ketela

c. Nomor 3 Gambar Jagung

d. Nomor 4 Gambar Kelapa

e. Nomor 5 Gambar Kacang

f. Nomor 6 Gambar Pepaya
g. Nomor 7 Gambar Jeruk
h. Nomor 8 Gambar Nanas
i. Nomor 9 Gambar Pisang
j. Nomor 10 Gambar Rambutan
k. Nomor 11 Gambar Mangga
l. Nomor 12 Gambar Anggur
m. Nomor 13 Gambar Durian
n. Nomor 14 Gambar Manggis
o. Nomor 15 Gambar Kapas
(5)
Apabila jumlah Calon kurang dari 15 (lima belas) maka tanda gambar yang tidak diperlukan dipotong, sehingga jumlah tanda gambar menjadi sama dengan jumlah Calon.

(6)
Apabila jumlah Calon lebih dari 15 (limabelas) Panitia Pemilihan menyediakan kartu suara dengan tanda gambar sesuai dengan jumlah calon Kepala Desa setelah melaporkan kepada dan mendapatkan ijin Bupati.
(7)
Contoh tanda gambar pada kartu suara sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB XII

PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 22
(1)
Penghitungan suara hasil pemungutan suara dilaksanakan setelah pemungutan suara dinyatakan ditutup.

(2)
Pada saat penghitungan suara para Calon berada di tempat yang ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan penghitungan suara.
(3)
Calon menunjuk saksi masing-masing untuk menyaksikan jalannya penghitungan suara dan melaporkannya kepada Panitia Pemilihan

Pasal 23
(1) Penghitungan suara dilaksanakan dengan cara meneliti dan menghitung satu demi satu kartu suara dan tanda gambar yang dipilih pada setiap kartu suara.
(2) Panitia Pemilihan membacakan sah tidaknya tanda gambar Calon yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Panitia Pemilihan mencata perolehan hasil suara masing-masing Calon pada papan / kertas yang disediakan.
(4) Setelah penghitungan suara berakhir, pada saat itu juga Ketua Panitia Pemilihan bersama-sama dengan para saksi menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara masing-masing rangkap 3 (tiga) untuk Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
(5) Berita Acara hasil penghitungan suara yang tidak ditanda tangani oleh saksi tetap dinyatakan sah.

Pasal 24
(1) Kartu suara dinyatakan sah apabila :

a. Ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi cap/stempel Panitia Pemilihan;

b. Kartu suara dicoblos dengan alat yang disediakan oleh Panitia;

c. Lubang coblosannya masih di dalam batas garis tanda gambar pada satu tanda gambar Calon;

d. Dalam kartu suara terdapat satu lubang coblosan atau lebih tetapi masih berada dalam satu tanda gambar Calon.

(2) Kartu suara dinyatakan tidak sah apabila :

a. Tidak menggunakan kartu suara yang telah ditentukan;

b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan cap Panitia Pemilihan;
c. Terdapat tanda atau coretan yang menunjukkan identitas pemilih;

d. Mencoblos lebih dari satu tanda gambar Calon;

e. Mencoblos tanda gambar selain dari gambar calon yang berhak dipilih;
f. Mencoblos diluar tanda gambar yang disediakan;

g. Kartu suara dicoblos dengan alat lain di luar yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;

h. Kartu suara yang rusak/sobek, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja;

i. Kartu suara yang tidak dicoblos sama sekali.
(3) Apabila terjadi keragu-raguan untuk menentukan sah tidaknya kartu suara, Ketua Panitia Pemilihan minta pertimbangan dan pendapat para saksi.

(4) Penentuan sah/ tidaknya kartu suara oleh para saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara musyawarah dengan ketentuan apabila tidak tercapai musyawarah para saksi, penentuannya dilakukan melalui voting.

BAB XIII
CALON TERPILIH

Pasal 25
(1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah seorang Calon yang memperoleh suara terbanyak.

(2) Paling lambat 1 (satu) hari (1 x 24 jam) setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menetapkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara yang disampaikan dari Panitia Pemilihan.

(3) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

(4) Apabila BPD tidak segera membuat Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Camat segera melaporkan kepada Bupati.

BAB XIV
PENGESAHAN

Pasal 26
(1) Paling lambat 3 (tiga) hari (3 x 24 jam) sejak ditetapkannya Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, BPD mengajukannya pengesahannya kepada Bupati melalui Camat.
(2) Bupati mengesahkan pengangkatan Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

BAB XV

PELANTIKAN

Pasal 27
(1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

(2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan Sumpah/ Janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(3) Bunyi Sumpah/Janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :

“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 28
Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan bersama-sama pada tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa periode sebelumnya, sekaligus dilaksanakan serah terima jabatan bertempat di wilayah Desa yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB XVI
PEMILIHAN ULANG

Pasal 29
(1) Pemilihan ulang dilaksanakan dalam hal beberapa Calon memperoleh suara terbanyak dalam jumlah yang sama.

(2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pemilihan pertama dilaksanakan.
(3) Apabila dalam pemilihan dengan Calon tunggal ternyata Calon memperoleh suara yang sama atau di bawah suara yang diperoleh oleh surat suara dengan tanda gambar kotak kosong, maka pemilihan dinyatakan gagal.

(4) Dalam hal terjadi pemilihan gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan melaksanakan proses pemilihan baru mulai dari pencalonan sampai dengan selesainya pemilihan.

Pasal 30
(1) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilaksanakan hanya diikuti oleh calon-calon yang mendapat suara terbanyak dengan jumlah suara yang sama.

(2) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya tetap sama, maka pemilihan dinyatakan batal dan harus dilaksanakan proses pemilihan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (4).
BAB XVII

PENANGANAN PENGADUAN
Pasal 31
(1) Setiap pengaduan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan sampai pada saat ditutupnya rapat pemungutan suara,

(2) Pengaduan yang disampaikan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterima. 

(3) Pengaduan dan keberatan atas jalannya pemilihan yang disampaikan di luar tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai proses hukum yang berlaku.

(4) Camat bersama-sama Panitia Pemilihan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32
(1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pemilihan Kepala Desa
(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Camat mempunyai tugas :

a. membentuk Tim Pembina dan Pemantau Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan dengan anggota terdiri dari unsur-unsur Kecamatan, Koramil dan Polsek.
b. mensosialisasikan dan memberikan pembekalan kepada Panitia Pemilihan di wilayahnya.
c. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersama Panitia Pemilihan.
d. melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kepada Bupati sesegera mungkin.

BAB XIX

MASA JABATAN

Pasal 33
Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
BAB XX
SANKSI

Pasal 34
Setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini untuk kepentingan salah seorang Calon, atau untuk kepentingan pribadi atau golongan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI
BIAYA PEMILIHAN  

Pasal 35
(1) Rencana biaya pemilihan dibuat oleh Panitia Pemilihan diajukan kepada Pemerintah Desa, dengan memperhatikan prinsip-prinsip rasional efektif dan efisien.
(2) Pemerintah Desa dan BPD menetapkan besarnya biaya pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan kebutuhan yang diperlukan dan kemampuan keuangan Desa.

(3) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBDesa yang bersumber dari APBD, bantuan Pemerintah  Kabupaten, Pemerintah Desa dan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB XXII
PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 36
(1) Selama menjalankan tugasnya, Kepala Desa wajib membuat pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan Desa.

(2) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD;
c. Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat; dan

d. Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan.

Pasal 37
(1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 38
(1) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)huruf b disampaikan kepada BPD 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
(2) BPD dapat memberikan catatan strategis atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Kepala Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa pada tahun berikutnya. 
Pasal 39
(1) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan warga Desa, radio komunikasi atau media lainnya.

(2) Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) huruf d disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD, selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
BAB XXIII
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 40
(1) Kepala Desa berhenti, karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri;

c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

a. 
berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa  yang baru;

b.
tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c. 
tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;

d. 
dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;

e. 
tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau

f. 
melanggar larangan bagi kepala desa.

(3) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.

(4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f setelah dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas (Bawasda) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

(5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

(6) Kepala Desa diberhentikan dengan tidak hormat oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/ atau tindak pidana 
terhadap keamanan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal 41
(1) Apabila Kepala Desa berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.

(2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak pengangkatannya sebagai Penjabat Kepala Desa.

(3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Camat.

(4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Sekretaris Desa.

(5) Dalam hal Sekretaris Desa tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa, Camat mengusulkan salah seorang Perangkat Desa yang dipandang mampu.

(6) Usulan Camat untuk mengangkat Perangkat Desa sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan memperhatikan usulan tertulis dari BPD.
Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 42
(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata belum ada putusan pengadilan yang tetap, Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya karena telah berakhir masa jabatannya.  

Pasal 43
(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya menyampaikan LPPD dan/ atau LKPJ kepada BPD dan/atau informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, b dan c dapat dikenai sanksi berupa tegoran tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah menerima Laporan tertulis dari BPD melalui Camat.

(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diberikannya sanksi tegoran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa tetap tidak menyampaikan LPPD dan/atau LKPJ kepada BPD dan/atau Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat dikenai sanksi pemberhentian sementara oleh Bupati berdasarkan usulan BPD melalui Camat.

(3) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

(4) Kepala Desa yang berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana selain tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara atau tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun dapat diberhentikan sementara oleh Bupati berdasarkan usulan BPD melalui Camat.

Pasal 44
(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal  42 ayat (1) dan Pasal 43, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan berakhirnya masa jabatannya.

(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 45
Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 42, maka Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Pasal 46
(1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan, Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya calon Kepala Desa terpilih dari hasil pemilihan Kepala Desa.

(2) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara karena sedang menjalani proses peradilan karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3) Apabila dalam masa pemberhentian sementara ternyata Kepala Desa yang bersangkutan telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan saat berakhirnya masa jabatannya. 

(4) Tugas dan wewenang Penjabat Kepala Desa sama dengan tugas dan wewenang Kepala Desa.
BAB XXIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47
(1) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan :

a. Kepala Desa yang ada dan belum berakhir masa jabatannya, tetap menjalankan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.  

b. Penjabat Kepala Desa yang ada dan menjalankan tugas sebagai Kepala Desa, tetap menjalankan tugas sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan berdasarkan Peraturan ini.

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri dari Jabatan Penjabat Kepala Desa.

(3) Kepala Desa dan mantan Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa  jabatan sebagai Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini dan Peraturan Daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tidak dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.

(4) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa bagi desa-desa yang telah kosong jabatan Kepala Desanya dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Bupati.

BABXXV  

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 48
(1) Apabila terjadi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam pemilihan, pemberhentian dan pemberhentian sementara, Bupati dapat mengambil keputusan untuk menyelesaikan penyelesaiannya berdasarkan hasil laporan Camat.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa.
BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal                                    2007
BUPATI KLATEN,

     SUNARNA

Diundangkan di Klaten

pada tanggal                            2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

INDARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN   2007  NOMOR     
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